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BAB 3
KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah menggunakan hasil perhitungan dari laporan perekonomian Provinsi Papua yang

terlampir pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2025. Sebelum pandemi memiliki fluktuasi yang cukup terkontrol,

dengan nilai kurang lebih 5%. Adapun terjadi deflasi pada tahun 2021 yang turut dipengaruhi oleh stimulus dan bantuan COVID-

19 oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga barang. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan inflasi di Provinsi

Papua Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan InJlasi Prouinsi Papua Tahun 2019 - 2021

Inllasi
(o/oyoyl

2019 2020 202r

I II III IV I II III IV I II III okt.

Nasional 2,48 3,28 3,39 2,72 2,96 t,96 1,42 7,69 t,37 1,33 1,60 t,66

Papua 2,58 2,79 2,69 0,66 t,2t I o3 1,93 1,64 2,47 o,46 -0,40 0,90

Jayapura 2,98 3,00 2 63 0,59 o,2a o,r4 1,38 o,76 1,86 -0,53 -t,41 o,69

Merauke 2,t3 7,44 2,44 1,06 -o,20 1,94 t,4a 1,O7 2,51 1,36 0,54 1,65

I

I
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Sumber : Bank Indonesia Laporan Perekanomian Prouinsi Papua Nouember 2021 (BPS, 2021, diolah)

Inflasi
lo/oyoyl

2019 2020 202t

I II III IV I II m IV I II III okt.
Timika 1,98 3,30 3,10 0,53 -0, 13 2,4a 3,54 4,tt 3,88 2,O8 t,24 0,86

I
I
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3.1.2 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan analisis Location Quotien @,Q/, Provinsi Papua Tengah

memiliki sektor basis pada lapangan usaha Pertambangan dan

Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi

sektor basis di Provinsi Papua Tengah karena memiliki nilai LQ 10,3 serta

lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial wajib memiliki nilai LQ L,42 atau lebih besar dari I (>1). Untuk

lebih jelasnya mengenai nilai LQ lapangan usaha pada Provinsi Papua

Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Sektor Basis Berdasarkan Nilai LQ Lapangan Usatrt

Prouinsi Papua Tengah Tahtn 2O22

Lapangan Usaha Nilai LQ Tahun
2022

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,39
B. Pertambangan dan Pengqalian 10,30
C. Industri Pengolahan o,o2
D. Pengadaan Listrik dan Gas o,o2
E. Pengadaal Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang 0,19

F. Konstruksi o,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor o,23

H. Transportasi dan Pergudangan o,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum o,t4
J. Informasi dan Komunikasi 0,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 0 1 1

L. Real Estate o,45
M.N. Jasa Perusahaan 0,31
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Waiib r,42

P. Jasa Pendidikan o,19

Q. Jasa Kesehatan dal Kegiatan Sosial o,49
R.S.T.U. Jasa lainnya o,26

Sumber : Ha.sil Anolisis, 2O22

3.2 Aral: Kebljakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
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uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam

perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan

proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui

kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan

kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan

permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis

keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif

dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan

secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi

perenc€rnaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertalggungjawaban, dan pengawasan keualgan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturarr Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah men1rusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan

kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu

pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian

tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depal

dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran

dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi

pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
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sumber-sumber penerimaErn yang cukup kepada daerah dengan mengacu

pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal

daera-l.. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah

menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi

yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di

luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Ke{ asama

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership

(PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui

Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi

sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan

daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi
perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan,

pertalggungjawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang

telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah

sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada

Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih alrtif Dalam

penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas

lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja

Tahun 2025 Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan

berdasarkan mandatory spending untuk alokasi Pendidikan 20%,

Kesehatan 15%, dan Infrastrukhrr 25"/o. Petetapan ini dilakukan semata-

mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan

program kegiatal pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas

kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak

dan retribusi atau pungutal lainnya yang dibebankan pada seluruh
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masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan

prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari

kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat

yang mempunyai kemampu€rn sarna harus membayar pajak dalam

jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada

konsep kemampuan wqiib pajak untuk membayar, artinya masyarakat

yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban

pajak yang tinggi pu1a. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip

tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara

rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak

pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam

APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan

yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan

dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi

dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah merupakal perkiraan yang terukur secara rasional

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentarrg

Perimbangan Keualgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Pendapatan Transfer;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah

sebagai Daerah Otonom Baru, dari sisi pendapatan hanya bersumber dua

jenis penerimaan daerah yaitu Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah terdiri dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat berupa :

a. Dana Perimbangan;

b. Dana Otonomi Khusus; dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur.
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2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan

Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah pada Provinsi Papua Tengah hanya terdiri dari

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Induk dan

Pemerintah Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Intan

Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai.

Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah Prouinsi Papua Tengah Tatun 2025

No Uraian Jumlah
1 2 3

4 PENDAPATAN
4.t PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD} 536.O32.229.926
4. 1.0 1 Pajak Daerah 528.45t.996.209
4.t.o2 Retribusi Daerah 2.000.000.000
4.r.o4 Lain-lain PAD yang Sah 7.578.233.7 t7
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.704.261.4L3.OOO

4.2.OL
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat 2.704.261.473.OOO

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

1..O77.92t.923.251

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.O77.92t.923.251
Jumlah Pendapatan 4.31a.215.566.t77

Sumber Data : Data diolah (Data Sementara)*"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah;

2. Pendapatan Transfer;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Konteks ini pendapatan yang didapatkan Provinsi Papua Tengah

hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah PAD, Pendapatan Trartsfer yang

didapatkan dari transfer Pusat serta Lain-Iain Pendapatan Daerah yang sah

yang didapatkan dari Dana Hibah sesuai dengan

Tabel 3.3. Dikarenakan provinsi Papua Tengah merupakan provinsi

Daerah Otonomi Baru, maka belum dapat dilakukan perhitungan

pertumbuhan pendapatan daerah.
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3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunal kedepan membutuhkan suatu perenc€rnaan

sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk

menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan

untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah

selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah,

belanja, pengeluaran pembiayaan yang waj ib / mengikat dan prioritas

utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil
keuangan daerah untuk membiayai program/ kegiatan/ sub kegiatan

selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja

daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kine{a yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengal

memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perenczrna€rn anggaran serta

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaErn anggaran ke dalam

program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam

kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau

stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke

dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier
yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan ralryat yang lebih

merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu

disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi

dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah

ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument

pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,

pelalsanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparalsi dan

akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan

keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat

dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah

tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program
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prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Tabel 3.4
Belanja Daerah Prouinsi Papua Tengah Tofun 2O25 (Rupiah)

Sumber Data : Data diolah (Data Sementara)"

Penyusunan anggaran belanja tahun 2025 berpedoman pada

Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggara-n 2025, yang tentunya

didasarkan pada beberapa hal yaitu: (U Sinkronisasi kebijakan

Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan

APBD; (3) Kebdalan penJrusunan APBD; (a) Teknis penl'usunan APBD;

dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD digunakan

sebagai pedoman dalam proses pen5rusunzrn rancangan peraturan daerah

No Uraial Jumlah
1 2 3

5 BELANJA

5.1 Belanja Operasi 2.346.396.99t.954

5.1.O 1 Belanja Pegawai 370.625.455.8s9

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.601.145.504.855

5.1.05 Belanja Hibah

5.1.06 Belanja Bantuan Sosia,l 175.329.000.151

5.2 Belanja Modal t.530.t79.3t3.),72
5.2.01 Belanja Modal Tanah 17.859.710.090

5.2.O2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.247.747.434

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 869.s73.586.478

5.2.O4
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi 497 .901 .269.166

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6.597.000.000

5.3 Belanja Tidak Terduga 757.699.40L.623

5.3.01 Belanja Tidak Terduga I51.699.401.623

5.4 Belanja Transfer 301.934.364.424

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 266.938.368.424

5.4.O2 Belanja Bantual Keuangan 35.000.ooo.000
Jumlah Belanja 4.330.214.O75.777

I

799.297.O3t.O93

5.2.03
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tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2023.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan

daerah tahun 2025 diarahkan untuk menutup defisit dan

mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami

defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan

untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD

mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam

pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang

diperkenankan oleh peraturan.

Tabel 3.5
Estimasi Pembiagaan Belanja Daerah Proutn si Papua Tengah

Tatam 2O25 (Rupiah)

Kode Uraian Jumlah
1 2 a

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01 Sisa l,ebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya 1 1.998.509.000

6.1.O2 Pencairan Dana Cadangan

6. 1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

6.1.04 Penerimaan Pinj aman Daerah

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah

6. 1.06
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
dengan Ketentual Peraturan Perundang-
undangan

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.O1
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh
tempo;

6.2.O2 Penyertaan modal daerah;
Pembentukan Dana Cadangan;

6.2.O4 Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

6.2.O5
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
dengan
ketentual peratura-n perurndang-undangan.

Sumber Data : Data diolah (Dato Sementara)-

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2O21 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus

6.2.O3
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bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk percepatan pembangunan

kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta

kesinambungan dal keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.

Untuk itu, dukungan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu

dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasararl,

serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan daerah

provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan,

perkembangan, dan aspirasi masyarakat.

Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus

Papua dibangun dengan konstmksi yang bersumber dari dua dasar

hukum, yaitu:

1. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

2. Kristalisasi penggalian aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang

menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagr

masyarakat Papua.

Adapun kebijakan Otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2OO1

mengamanatkaa tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahal

di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);

2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan

3. Majelis Ratyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor

2 Tahun 2021 pasal 34 ayat (3) huruf e dan t yaitu:
l. Dana Otsus Block Grant (setara lYo dari DAU Nasional) yang digunakan

untuk:

. Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan

pelayanan publik;

. Peningkatan kesejahteraan orarlg asli Papua (OAP), penguatan

kelembagaan adat;

o Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Otsus SpecrTtc Grant (setara l,25yo dari DAU Nasional) digunakan

untuk:

r Belanja pendidikan paling sedikit 30%;

o Belanja kesehatan paling sedikit 2Oo/o; dan

r Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Dana Tambahan Insfrastruktur Papua Tengah ditujukan untuk :
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. Pendanaan pembangunan infrastruktur Perhubungan;

o Insfrastruktur energi listrik;
o Insfrastruktur air bersih;

o Insfrastrukturtelekomunikasi; dan

r InsfrastrukturSanitasi lingkungan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2O2I Tenlang Kewenangan dan

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua,

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor lO7 Tahun 2O2l

Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus

Provinsi Papua Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam

pelaksanaal Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Tabel 3.6
Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus

Prouirsi Papua Tengah Tatan 2025

No Uraiarr Alokasi 2025

1 2 3

A Total Dana Otsus

1 Provinsi 1.247.251.398.OOO

B OTSUS Penerimaan Umum (1%) 254..568.651.OOO

i Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29.000.000.000

2
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana 36.828.583.584

Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

27.000.000.000

4
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

21.740.067.416

5
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi dan Sumber Daya Mineral

30.000.000.000

6
Dinas Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung

8.000.000.000

7
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

25.000.000.000

8
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

1.000.o00.000

9 Inspektorat 1.000.000.000

10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000.000

11 Sekretariat MRP 60.000.000.o00

1.247.251..394.OOO

l
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Sumber Data : Data diolah Bapperida Prou Papua Tengah. 2023

No Uraian Alokasi 2O25

1 2 3

C OTSUS Berbasis Kinerja (1,25 %l 323.770.450.OOO

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaal 97. 131.135.000

) Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

64.754.O90.000

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 10.000,000.000

4
Dinas Tenaga Keq'a, Transmigrasi dan
Energi dan Sumber Daya Mineral 12.000.000.000

5
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan

65.195.OO0.151

7
Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan
dan Perikanan 76.690.224.849

D Dana Tambahan Insfrastruktur 668.912.297.OOO

1
Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat 508.912.297.OOO

2
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi dan Sumber Daya Mineral 60.000.o00.000

3
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertanahan 20.000.ooo.000

4 Dinas Perhubungan

5
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian 20.000.000.000

60.000.000.000 I
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BAB W
SASARAN DAN PzuORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyrrsunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD

tahun 2O25 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Tujuan, Sasaran

dan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang dituangkan dalam

RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2026. Prioritas pembangunan daerah

yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedomaa bagi seluruh OPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjabarkan program

dan kegiatan talertn 2025. Adapun Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua

Tengah perlu menetapkan sasaran prioritas sesuai kebutuhan perencanaan

dalam lingkup DOB, meskipun perlu tetap mempertimbangkan Dokumen

RPJPD Tahun 2OO5-2O25 Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan RPD

Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2026.

RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPD Provinsi

Papua Tengah Tahun 2025-2026 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun

2025 - 2045, dengan tujuan untuk memperkuat Papua Tengah yang mandiri

secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam di

dalam setiap individu orang asli Papua. Meskipun sudah berdiri sebagai daerah

otonom yang berbeda, narnun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan

untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bila memiliki kesamaan

muata,n dengan upaya penyelenggara€rn urusan di Provinsi Papua Tengah. Pada

dasarnya, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga

percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional

sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2025.

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan sasararl

merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap

tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dimana dokumen tersebut

merupakan dokumen transisi, yang menjadi acuan dalam penyusunan

dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah

Kebijakan Ta.l"unan atau Tema Pembalgunan Provinsi Papua Tengah

Tahun 2025 yaitu "Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan

serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP".

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan


